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ABSTRAK 
 
Suatu Negara yang menganut system pemerintahan berdasarkan atas hokum, maka hukumlah yang 
mempunyai supremasi, dan yang memerintahkan adalah hokum, atau disebut The Rule of Law. 
Sehingga dalam setiap gerak tindakan pola penguasa serta warga negaranya, baik secara individu 
maupun secara bersama harus mendapatkan legalisasi hukum. Di dalam pasal 14 UUD 1945 
tersebut yakni Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi ini berarti bahwa Presiden 
berhak turut campur dalam masalah Pengadilan. Sedangkan dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1 
menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-
lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. Rumusan maslah dalam pembahasan ini adalah; 
1). Sejauh mana hak dan kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan abolisi. 2). 
Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak dan kewenangan Presiden dalam memberikan 
abolisi. 
Dalam pembahasan ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research), untuk 
penggalian datanya adalah dengan cara telaah pustaka yaitu dengan mengkaji buku-buku yang ada 
kaitannya dengan pembahasan, guna mencari landasan upaya pemecahan masalah. Untuk 
menganalisa data yang diperoleh, maka digunakan analisa data kwalitatif yang terdiri dari Metode 
Induktif dan Metode Komperatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Presiden Republik 
Indonesia sebagai Kepala Negara mempunyai kekuasaan dalam bidang Yudikatif, yaitu 
diantaranya adalah memberikan abolisi. Kekuasaan ini bukan merupakan penyimpangan dari pasal 
24 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi merupakan suatu pengecualian, karena ia diatur dalam 
UUD 1945. Sedangkan pemberian abolisi oleh Presiden, yaitu setelah mendengar nasehat dari 
Mahkamah Agung. 2). Pada masa awal pemerintahan Islam, masalah peradilan dipegang oleh 
Nabi. Dalam Islam pemberian abolisi (maaf dan ampunan) oleh Kepala Negara (Nabi) kepada 
warganya tidak memerlukan persetujuan dari lembaga Negara lainnya. Karena segala kekuasaan 
dalam Negara berpuncak kepada Nabi sebagai Kepala Negara. 
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